BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR l{g TAHUN 20° 19 '

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABA’I
" NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LING KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGCGARAN 2019

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pembeman Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawa:t Necerl
.S1p11 Prajurit Tentara Nasmnal Indone31a,

'dalam" ' huruf a, perlu menctapkan Pcraturan- -Bupau
Bolaang Mongondow tentang- Pembeman Tunjangan Hari
Raya. Kepada Pegawai Neben Szpzl Pejabat Negara,
mepman dan Anggota Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah
Di LGgkunvan Pemerintah Iiabupatan Bolaang Mongondow
Tahiin Atiggaran 2019;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tsntanc
v Pembentukan Daerah-Daerah ngkat II di
(Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 19

Nomor’ 47 Tambahan Lembaran Nega:ra Repubhk;- ndanesmu.

_N omor: 4286};

ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

-Perbendaharaan Negara (Lemibaran Negara Republik
esia “Tahun: 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

"“'_pzibhk;l donesaa Nomor 4355);




4.

~1

10,

12,

.'Undang~Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang. Ap‘

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar:
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’ _Nom
5234}; “

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm No’ Hor 558‘7) sebagaim: .ﬁ ah
diubah beberapa Kali terakhlr dengan Undang~, ndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomior 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N omor 45‘78),

.Peraturan Pemerintah Nomor - 36 ‘Tahun 2019 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Republik Indonema, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019-;Nomor 93);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk: Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia. Taliun 2015 Nomor. 2036)
sebagaimana telah diubah déngan Peraturan Menter am
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubal
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 80 Tahus 15
tentang Pembentukan Produk . Hukum Daerah (Bcnta
Negara Republik Indonesia Ta_h 20 18 Nomor 157};
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2019;




MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI |
SIPIL, PEJABAT NEGARA; PIMPINAN DAN ANGGQTA;‘_:"
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT = DAERAH DI .
LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN BOLAANG -
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal. 1. .- ..
Dalam Peraturan Bupatiini dinsiksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten olaang Mongondow. ,
2. Pemenntah ‘Daerah adalah ‘Bupati dan Perangkat Daerah‘--'-v-?-'--

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selan]utnya disingkat PNS adalah o

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur-Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

4. Pejabat Negara adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Wakil
Bupati Bolaang Mongondow.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya. disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bolaang Mono*cndow

7. Anggota DPRD adalah Ariggotd DPRD Kabup te 'Bolaang""'-"--

Mongondow.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untik melaksanakan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.

10.Xuasa Pengguna Anggaran. adalah pejabat yang dib‘e’ri kuasa
untuk melaksanakan sébagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas: ‘dan fungsi
perangkat daerah.

11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya
disingkat PPKD adalah Xkepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala

SKPKD vang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan APBD dan bertidak sebagai bendahara umum
daerah.

12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
beéndahara umum daerah.




13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingké_t ;
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh'P
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk - penerbifan
SP2D atas beban penoeluaran DPA-SKPD

14.8Surat Perintah Pencairan: Dana yang selanjutnyea: disi
SP2D adalah dokurhen - “yan digunakan sebagai..
pencairan dana yang dxtf:rbltkan oleh Bendahara Urituy
Dacrah berdasarkan SPM..

15.Tambahan Penghasilan adajah penghasilan yang diberikari
berdasarkan pertimbangan-yang obyektif kepada PNS dalam
rangka peningkatan kesejahter 1 pegawai.

16.Hari Raya adalah hari raya: Tdul Fitri.

BAB IT
~ PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2 _

(1) Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota =
DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya. i

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagdimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk:

a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di
luar Pemerintah Daerahi yang gajinya dibayar pada
Pemerintah Daerah.

b. Calon PNS di ingkungan Pemerintah Daerah.

(3) PNS sebagalmana dzmaksud pada ayat (1) tidak termasuk
PNS yang sedang menjalam Cuti di luar tanggungan Negara
atau PNS yang dltugaskan di 1uar Pemerintah Daerah vang
gajmya dibayar oleh instansi- tempat penugasaninya.

Pasal3
(1) Tunjangan Hari Raya bag1 PNS, Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagav iana “ditaksud dalam Pasal 2
ayat (1) yautu sebesar penghdsﬂan 1 (satu) bulan pada 2

(2} Dalam hal penghasﬂan sebagaimana dzmak:sud pada ayat {1}
belum dibayarkan sebesar ~peénghasilan yang seharusnya
ditérima  karena berubahnya“ penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap dzbemkan selisii kekurangan Tunjangan
Hari Raya,

(3). Penghasﬂan sebagaimana . dzmaksud pada ayat {1} meliputi
gaji pokok/uang represent . jangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan i m, tunjangan ° fungsional,
tunjangan khusus pajak dan ‘turijangan kinerja/tambahan
penghasilan bagi PNS,

(4) Gaji  pokok/uang representasi, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan
fungsional dan tunjangan khusus pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji- p()"'“ok'_’_'uang
representasi, tunjangan keluarga, tungangan Ja‘_ mr atau
tunjangan umum, tunjangan fungsional dan’ tunja,nﬂan s
khusus pajak sebagaimana diatur dalam peraturan’’
perundang-undangan. :

<




(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
terdiri dari: "
a. tunjangan jabatan struktural; dan
b. tunjangan jabatan fungsional.

(6) Tunjangan  kinerja/tambahen penghasilan  bagi
sebagaimana dimaksud- pada ayat (3} merupakan tunjan
yang diberikan berdasarkan kelas jabatani -:-1deng
mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi; -capaian
kinerja organisasi dan capaian kinerja 1nd1v1du yang. .
ditétapkan dalam peraturan: pemndang—undangan |

7) Besaran penghasilan sebagalmana dimaksud pada ayat (4)
tidak termasuk jenis tunjangan' bahaya, tunjangan resiko,
tunjangan pengamanan, i jangan ‘profesi atau tunjangan
khusus. guru, tunjangan kehdrmatan, tambahian: penghasilan. .
bag1 ‘gurg’ PNS, insentif khusus, tunjeangen  selisth - .
'penvhasﬂan dan penghasﬂan lain d1 luar sebagalmana
dimaksud pada ayat (4). ' '

Pasal 4
{1) Penghasilan sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 3 ayat {1)
tidak dikenakan potongan 1uran /atau  potongan lain
berdasarkan ketentuan perat' perundang—undangan
(2) Penghasﬂan sebagaumana dimaksud ‘dalam Pasal 3 ayat (1)
dlkenakan pajak penghasﬂan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal-5
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4 dibebankan pada Angbaran Péndapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Morgondow Tahun Anggaran
2019.

Pasal 6
(1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan. dan Anggota DPRD
menerima lebih dari 1 (satu} penghasilan  sebagaimana

‘dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 maka Tunjangan Hari
Raya diberikan salah satu  yang jumlahnya 1eb.1h;-};:"
menguntungkan.

(2) Dalam hal PNS Pejabat Ne'

daerah sesuai dcngan keten'tiian peratulan pérundang
undangan.

Pasal 7
(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara, Pimp
dan Anggota DPRD yang meninggal dunia diberikan
Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan gaji- terusan
yéang diterima bulan April. )
“:{2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan
" Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjang;
Hari Raya sebesar Penghasilan gaji terusan yang dlte
bulan April. <




(3} Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dlmakSL
pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

BABIII
PEMBAYARAN TUNJAN GAN HARI RAYA
Pasal 8
(1) Tunjangan Hari Raya un’cuk' NS Pejabat Negara, Pimpinan -
dan Anggota DPRD. dibayar ’1"""'a}1ng cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari
(2) Dalam hal Tunjangan: H a- sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum. dap_ ayarkan, Tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 9 3

(1) Kepala Perangkat Daerah. selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintali Membayar
Tunjangan Hari Raya kepadd Képala Badan Keuangan -
Daerah selaku BUD.

(2) SPM- Tunjangan Hari Raya. sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dibuat secara terpisah’ den_g i theniggunakan jenis SPM:

a. SPM THR Gaji untuk. pei _ bayaran gaji pokok/uang
representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan,
tunjangan umum dan - tin jang,_': fungsional;

b. SPM THR TPP untuk. pembavaran Tambahan Penghasilan
bagi PNS;

(3) SPM THR Gaji. sebagalmana dimaksud pada ayat: (2) huruf a
dibuat tersendiri dan terp1sah dari SPM gaji bulanan.

{(4). SPM THR TPP sebagalmana dzmaksud pada ayat. {2) huruf b
dibuat tersendiri dan  ferpisah dari SPM tambahan
penghasilan pegawai bulanan.

(5 )Penerbltan SP2D atas SPM yang. diajukan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa  Pengguna -Anggaran  sébagaimana

dzmaksud pada ayat (1) ‘dan” ayat (2) berdasarkan peraturan..

BABIV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 10~

(1)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian -
intérnal terhadap pelaksanaar ‘pembayaran Tunjangan Hari
Raya.

(2) Perigendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Diundangkan di L

7/ w

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan -
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
- dalar Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di.Lolak
pada tanggal 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

78 s

?YA {11 SOFPREDJO MOKOAGOW

2019

ERAH KABUPATEN

ONDOW,

BERITA DAERAH

e

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR...




BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan - -
pengundangan Peraturan Bupat1 ini’ dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Balaang Mongondow.

Ditetapkan di-Lolak
pada tanggal - 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

D1undangkan di Lolak,
; 2019

" BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDGW TAHUN 2019 NOMOR...

NO PE NGELOLA ‘ . PARAF

1 | KABID ANGGARAN BADAN

| KEUANGAN DAERAH b( ,

2 | SEKRETARIS BADAN = Y%, '

KEUANGAN DAERAH . v o
3 | KABAN KEUANGAN DAERAH T THE |

4 | KABAG HUKUM DAN HAM ﬁ, /

5 | KABAG TUP HUMAS DAN /
| PROTOKOL
; 6 | ASISTEN ADMINISTRAST UMUM y,
| 7 | SERRETARIS DAERAH B2
! 8 | WAKIL BUPATI BOLAANG I
'MONGONDOW




